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PERATURAN WALI KOTA KOTA BEKASI

NOMOR 31 TAHUN 2019
TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DI

Menimbang

Mengingat

BIDANG PERTANAHAN/ASET DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

bahwa berdasarkan Daerah Kota Bekasi Nomor 09
Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, bahwa tarif
retribusi pemakaian kekayaan daerah di bidang
pertanahan/aset. daerah sudah tidak sesuai dengan
perkembangan .-dan pertumbuhan ekonomi saat ini
sehingga perlu ditinjau kembali;

bahwa> berdasarkan ketentuan Pasal 117 Peraturan
Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang
Retribusi Daerah, tarif Retribusi hasil peninjauan
kembali ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;

bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Penyesuaian Tarif
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Bidang
Pertanahan/Aset Daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Il Bekasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3663);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
1



10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 ‘tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara ~“Republik
Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Retribusi Daerah dan Pajak Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik’ Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor - 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah " (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun. 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana - telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 09 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor~ 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);



Memperhatikan :

11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (BNRI
Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang
Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran
Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor.6 Seri E);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor.09 Tahun 2012
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota
Bekasi Tahun 2012 Nomor 9 Seri C) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
kota Bekasi Nomor 09.Tahun 2012 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran<Daerah Kota Bekasi Tahun 2016
Nomor 3 Seri C).

Berita acara rapat finalisasi penyusunan Peraturan Wali
Kota tentang penyesuaian tarif Retribusi Daerah Pemakaian
Kekayan Daerah Nomor : 974/371-Bapenda/X1/2018,
tanggal 19 November 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYESUAIAN TARIF
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DI BIDANG
PERTANAHAN/ASET DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.



4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

5. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan
menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula
disediakan oleh sektor swasta.

6. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Kekayaan Daerah adalah
semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.

7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut
retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan
pemanfaatan barang milik daerah.

BAB 11

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 2

Penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Bidang
Pertanahan/Aset Daerah untuk penggunaan - fasilitas IPLT bagi setiap
kendaraan pengangkutan tinja/kotoran diluar. Pemerintah Daerah adalah
sebagai berikut :

a. Untuk mobil Tanki volume dibawah 4 M3 : Rp. 100.000/rit;

b. Untuk mobil tanki volume diatas 4 M3 : Rp. 150.000 /rit.
BAB 111
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 13 Maret 2019

WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI
Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 13 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,
Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 31 SERI C






